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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana hasil dari penelitian penulis, dapat ditarik 

kesimpulan atas permasalahan mengenai peran apraisal untuk penentuan 

ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-

Solo di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri 

ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahum 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah. Apraisal sebagai penilai tanah merupakan posisi yang krusial dan 

penting dalam menentukan harga layak, harga yang pantas dan merupakan 

ganti untung karena bukan hanya memperhatikan harga pasar di dalam ganti 

kerugian atas pembebasan lahan, tetapi juga mempertimbangkan faktor 

keuntungan yang akan diraih pihak yang berhak (pemilik lahan) di 

kemudian hari, nilai bangunan/ tanaman di atasnya dan posisi aprailsal 

sebagai pihak ke tiga yang independent di dalam pembebasan lahan 

merupakan pihak netral yang mengubah image pembangunan hanya 

mengorbankan pihak yang diambil tanahnya, tetapi juga memberikan 

kepastian dan harga yang layak untuk ke depannya. 
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B. Saran  

Dari hasil penelitian penulis, dapat disampaikan saran mengenai 

peran apraisal ini adalah sangat krusial/ penting, tetapi juga ada kesan yang 

timbul adalah apabila ada permainan atau kesalahan di dalam perhitungan 

ganti kerugian oleh apraisal, sehingga perlu difungsikan secara optimal 

kontrol terhadap hasil kerja apraisal, baik dari segi profesinya, tetapi juga 

dari pengguna jasa yaitu lembaga yang membutuhkan pengadaan tanah 

sehingga tercipta kondisi check and balance. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Wawancara Narasumber Pejabat Pembuat Komitmen Pemgadaan 

Tanah 

 

 
 

 

Lampiran  2 Wawancara Narasumber KJPP Andi Tiffani dan Rekan 
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Lampiran  3 Wawancara Kapanewon Kalasan 

 
 

Lampiran  4 Surat Undangan Musyawarah 
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Lampiran  5 Musyawaran dan Pembayaran Ganti Kerugian di Kelurahan Kalasan  

 

 
 

 

 

Lampiran  6 Musyawaran dan Pembayaran Gantu Kerugian di Kelurahan Kalasan  
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aLampiran  7 Surat Keterangan KJPP 
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Lampiran  8 Surat Keterangan BPN 
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Lampiran  9 Surat Keterangan Kapanewon Kalasan 
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Lampiran  10 Surat Keterangan PPK 
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